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Kata Pengcmtar

Pembangunan Wilayah Papua akan memberikan peranan penting dalam mendukung Visi
Indonesia Emas 2045, dimana kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Kawasan Timur
Indonesia (KTI) ditargetkan meningkat menjadi 28,5% terhadap perekonomian nasional.
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Pembangunan Wilayah Papua selama 20 tahun
mendatang diarahkan pada Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua
Sehat, Cerdas dan Produktif untuk mewujudkan Papua mandiri, adil dan sejahtera melalui
pembangunan manusia unggul serta pembangunan ekonomi inklusif yang didukung oleh
penguatan tata kelola dan pembiayaan pembangunan wilayah. Untuk Papua Produktif,
koridor ekonomi Wilayah Papua difokuskan pada Industri Kimia Dasar dan Agro.

Setelah disahkannya undang-undang mengenai pembentukan daerah otonom baruy,
Wilayah Papua saat ini terdiri atas 6 (enam) provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua
Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan
Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, dari sisi kebudayaan, di Wilayah Papua terdapat 7
(tujuh) wilayah adat yang memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda. Dalam upaya
pembangunan sumber daya manusia pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di
Papua, terdapat berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dimana kinerja pembangunan di
Wilayah Papua masih relatif lebih rendah dibanding wilayah lain di Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah
Tertinggal Tahun 2020-2024, 30 dari 62 daerah tertinggal di Indonesia berada di Papua.

Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan untuk melepaskan dari
kondisi ketertinggalan Wilayah Papua, maka diperlukan perencanaan yang komprehensif
menekankan pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), dengan
memanfaatkan berbagai potensi dan modal dasar pembangunan di Wilayah Papua.
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 diharapkan
dapat memberikan gambaran mengenai arah besar percepatan pembangunan di Papua
yang bersifat terobosan serta menjadi pedoman bagi Pemerintah dan seluruh pemangku
kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi, pengendalian program dan kegiatan serta sinergi sumber pendanaan dalam
rangka percepatan pembangunan di Papua.

Jakarta, Maret 2023

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia
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upaya pengembangan masyarakat Papua, sehingga OAP dapat berdaya saing dan
mampu mengembangkan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraannya. Hal ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi OAP
di berbagai bidang kehidupan baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun
internasional. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pembangunan masyarakat
Papua perlu ditopang dengan peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas,
kualitas lingkungan hidup, tata kelola pembangunan yang baik, serta memperhatikan
tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial sebagai prasyarat keberhasilan
tercapainya sasaran pembangunan. Selain itu, dengan melihat perubahan dan
dinamika pembangunan, upaya percepatan pembangunan di Papua perlu
memperhatikan pengarusutamaan (mainstreaming) dender, sosial budaya,
transformasi digital, serta resiliensi bencana dan perubahan iklim sebagai bentuk
pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis dalam rangka
mencapai sasaran pembangunan.

RIPPP dirancang sebagai pedoman bagi Pemerintah dan seluruh pemangku
kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi, pengendalian program dan kegiatan serta sinergi sumber pendanaan dalam
rangka percepatan pembangunan di Papua.

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Papua, RIPPP disusun
dengan tiga pendekatan dasar, yaitu: (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan melalui keikutsertaan
para wakil adat, agama, dan kaum perempuan; (b) pelaksanaan pembangunan
diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua, khususnya OAP,
dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan
berkelanjutan, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; serta (c)
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bertanggung jawab kepada
masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik untuk memperpendek rentang
kendali (span of control) pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan,
memperkuat daya saing daerah, dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, maka RIPPP disusun dengan mempertimbangkan aspirasi dan
dinamika pembentukan daerah otonom baru yang diamanatkan dalam Pasal 76
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Pembentukan daerah otonom baru dilakukan dengan memperhatikan kesatuan sosial-
budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan
pada masa yang akan datang. Dengan demikian, ruang lingkup dalam RIPPP ini tetap
memperhatikan kesatuan sosial-budaya (wilayah adat) namun dalam pelaksanaannya
tetap memperhatikan wilayah administrasi pemerintahan daerah sebagai dasar dalam
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kebijakan perencanaan dan penganggaran, termasuk undang-undang tentang
pembentukan provinsi-provinsi di Papua. Saat ini, telah diundangkan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai arah besar pembangunan Provinsi Papua, RIPPP menggambarkan visi, misi,
arah kebijakan, dan strategi serta tahapan prioritas dan fokus percepatan
pembangunan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua hingga tahun 2041.

1.2 Tujuan Penyusunan RIPPP
Tujuan disusunnya RIPPP Tahun 2022-2041 adalah:

6] Menjadi pedoman bagi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi
Khusus Papua dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi
percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus wilayah Papua;

(2) Menjadi pedoman bagi menteri/kepala lembaga untuk melaksanakan kebijakan
percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus wilayah Papua;

(3) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melakukan asistensi dan
evaluasi pelaksanaan otonomi khusus;

(4) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua, MRP, DPRP,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRK, dunia usaha dan masyarakat dalam
menentukan Program dan Kegiatan prioritas sesuai dengan arah percepatan
pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua; dan

(5) Menjadi panduan pelaksanaan percepatan program dan kegiatan di wilayah
Papua oleh kementerian/lembaga.

13  Capaian Pembangunan Tahun 2001-2021

Selama pelaksanaan otonomi khusus dalam periode 2001-2021 beberapa indikator
pembangunan telah menunjukkan perbaikan, di antaranya indeks pembangunan
Manusia (IPM), umur harapan hidup (UHH), angka melek huruf (AMH), harapan lama
sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), pengeluaran per Kkapita, tingkat
pengangguran terbuka (TPT), tingkat kemiskinan. Sementara itu, laju pertumbuhan
ekonomi (LPE) masih perlu dioptimalkan. Capaian beberapa indikator pembangunan di
Papua selama tahun 2001-2021 disajikan pada Gambar 1.1.
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Gambar 1.1
Capaian Indikator Pembangunan di Papua Tahun 2001-2021
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Keterangan: Data BPS tersedia sejak tahun 2004, saat terbentuknya Provinsi Papua Barat
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Landasan Regulasi

Penyusunan RIPPP Tahun 2022-2041 menggunakan referensi beberapa peraturan
perundang-undangan yang terkait, antara lain:

O

@)
©)

4

©)

(6)

™

®)
©)

(10)

(1)

(12)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Selatan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Tengabh,;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Pegunungan,;
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(13) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Barat Daya;

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah,;

(15) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

(16) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;

(17)  Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan,
Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;

(18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan

(19) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk
Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.

15 Gambaran Umum Wilayah

Secara geografis, luas Papua adalah 412.215 km? (Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data
Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau) dengan populasi sebanyak 5.437.775
jiwa (Sensus Penduduk, 2020). Papua dikenal dengan 7 (tujuh) wilayah adat dengan
karakteristik sosial budaya yang berbeda, yaitu wilayah adat Laa Pago, wilayah adat
Mee Pago, wilayah adat Tabi, wilayah adat Saireri, wilayah adat Anim Ha, wilayah adat
Domberay, dan wilayah adat Bomberay. Setelah pembentukan daerah otonom baru,
Papua saat ini terdiri atas 6 (enam) provinsi yang bernama Provinsi Papua, Provinsi
Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua
Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Adapun gambaran umum wilayah adat di
Papua disajikan pada Gambar 1.2.
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Gambar 1.2

Gambaran Umum Wilayah Adat di Papua

Wilayah Adat Saireri

Wilayah Adat Tabi

e  Karakteristik geografis:
pesisir dan pulau

e Potensi wilayah: kelapa,
sagu, padi, ubi kayu, ubi
jalar, hortikultura,
perikanan, dan pariwisata

e  Karakteristik geografis:
pesisir dan dataran rendah

e Potensi wilayah: kakao,
kelapa, kelapa sawit, padi,
sagu, ubi kayu, ubi jalar,
hortikultura, perikanan,

Wilayah Adat Laa Pago

e Karakteristik geografis:
pegunungan tinggi

e Potensi wilayah: kopi,
padi, sagu, ubi kayu, ubi
jalar, peternakan, dan

pariwisata
peternakan, industri,
perdagangan, jasa, dan
pariwisata
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e  Karakteristik geografis:

L]
dataran rendah,

pegunungan, dan pesisir
Potensi wilayah: pala, kenaf,
perikanan, peternakan, dan
pariwisata

Karakteristik geografis:
pegunungan tinggi,
pesisir, dan rawa
Potensi wilayah: kopi,
padi, sagu, ubi kayu, ubi
jalar, hortikultura,
perikanan, peternakan,
pertambangan, dan
pariwisata

Karakteristik geografis:
pantai, rawa, dan dataran
rendah

Potensi wilayah: kelapa,
sagu, ubi kayu, ubi jalar,
padi, perikanan, dan
pariwisata

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021
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1.6 Modal Dasar Percepatan Pembangunan Papua

Modal dasar pembangunan adalah seluruh sumber kekuatan Papua, baik kondisi saat
ini maupun potensi ke depan, yang dimiliki dan didayagunakan oleh masyarakat
Papua. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merupakan modal dasar pembangunan
utama untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka melindungi dan
menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar OAP, baik
dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Modal dasar percepatan
pembangunan Papua secara umum meliputi: modal sumber daya alam (SDA),
lingkungan, lahan, dan tata ruang; modal sosial dan budaya; modal sumber daya
manusia (SDM), pengetahuan, dan teknologi; modal fisik (infrastruktur); serta modal
keuangan. Adapun Modal Dasar Percepatan Pembangunan Papua disajikan pada
Gambar 1.3.
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Gambar 1.3
Modal Dasar Percepatan Pembangunan Papua

* Papuadihunioleh lebihdari 250
sukuyangtersebarditujuh
wilayah adat, yaitu Laa Pago,
Mee Pago, Saireri, Tabi, Anim Ha,
Domberay, dan Bomberay.

Perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan berbasis wilayah

adat perlu dilakukan melalui * Percepatan pembangunan
pendekatan dialogis dan infrastruktur di Papua terus
partisipatif dengan didorong melalui berbagai
mengedepankan aspek kebijakan afirmasi pembangunan
kontekstual Papua. infrastruktur yang meliputi
* Papua telah memiliki berbagai pembangunan dan peningkatan

* Masyarakat Papua memiliki perguruan tinggi yang tersebar di infrastruktur dasar (air minum,
tingkat kepercayaan kepada tokoh tujuh wilayah adat. sanitasi, perumahan, listrik, dan
agama dan tokoh masyarakat yang telekomunikasi) serta infrastruktur
tinggi, serta memiliki solidaritas * Perguruan tinggi di Papua konektivitas (jalan, jembatan,
yang kuat. diharapkan mampu menjadi pusat pelabuhan, dan bandara).

keunggulan dalam penelitian
* Tingkat partisipasi masyarakat (research excellence) yang * Kebijakan afirmasi pembangunan

dalam tiap kelompok hukum adat kontekstual Papua. infrastruktur dimaksudkan sebagai
tinggi, sehingga dapat modal dalam pembangunan
dimanfaatkan untuk mengatasi lainnya, seperti pembangunan
keterbatasan pada modal ekonomi dan sumber daya
pembangunan lainnya. manusia.

Modal Sumber Daya
Manusia (SDM),
Pengetahuan, dan
Teknologi
Modal Fisik
(Infrastruktur)

@
MODAL DASAR

e PERCEPATAN

Modal Sumber Daya PEMBANGUNAN
Alam (SDA), Lingkungan,
Lahan, dan Tata Ruang PAPUA

Modal Keuangan

Papua kaya akan keanekaragaman hayati dan Pendanaan pembangunan di Papua tidak lepas dari

kandungan sumber daya alam. berbagai kebijakan afirmasi pendanaan, dengan
mempertimbangkan sinergi antar berbagai sumber
* Pengelolaan kekayaan alam Papua perlu dilakukan pendanaan.

secara bertanggung jawab, berkelanjutan, serta
memperhatikan manfaat bagi peningkatan

Penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam

kemakmuran masyarakat Papua, khususnya OAP. rangka otonomi khusus Papua meliputi: tambahan
dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam pertam-

* Upaya pelaksanaan dan penjagaan pembangunan bangan minyak bumi dan gas alam, dana otonomi
yang optimal perlu didorong dengan penataan khusus (2,25 persen dari plafon dana alokasi umum
ruang yang berkelanjutan dengan memperhatikan (DAU) nasional), dan dana tambahan infrastruktur
aspek kebencanaan, daya dukung dan daya (DTI).

tampung lingkungan, serta pengakuan terhadap
hak atas tanah adat.

Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan
otonomi khusus terdiri atas penerimaan yang
bersifat umum (1 persen) dan penerimaan yang
telah ditentukan penggunaannya yang ditujukan
untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan
berbasis kinerja pelaksanaan (1,25 persen).

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021
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17  Sistematika Penulisan
RIPPP Tahun 2022-2041 memuat tujuh bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat uraian latar belakang, tujuan penyusunan RIPPP, capaian
pembangunan tahun 2001-2021, landasan regulasi, gambaran umum wilayah,
modal dasar percepatan pembangunan Papua, dan sistematika penulisan.

BABIIISU DAN TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN

Bagian ini memuat uraian lingkungan strategis dan tren Papua 2041,
perkembangan indikator pembangunan, isu dan tantangan di bidang kesehatan,
pendidikan, dan ekonomi, serta isu dan tantangan tiap wilayah adat.

BAB III VISI, MISI, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Bagian ini memuat uraian visi dan misi percepatan pembangunan Papua,
indikator sasaran percepatan pembangunan Papua, arah kebijakan dan strategi
percepatan pembangunan Papua, kondisi perlu, pengarusutamaan, arah kebijakan
dan strategi percepatan pembangunan tiap wilayah adat, serta tahapan
percepatan pembangunan Papua.

BAB IV PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN

Bagian ini memuat uraian prioritas dan fokus pembangunan selama tahun
2022-2041 dalam rangka mencapai sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua
Produktif (termasuk kondisi perlu), dan lokasi prioritas pembangunan wilayah
adat.

BAB V SINERGI PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH
DAERAH, DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI PAPUA

Bagian ini memuat uraian sinergi perencanaan dan pendanaan pembangunan
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan di
Papua untuk tahun 2022-2041.

BAB VI PELAKSANAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN,
DAN PENGAWASAN

Bagian ini memuat uraian mekanisme pelaksanaan, mekanisme pelaporan,
mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, mekanisme pengawasan
serta penghargaan dan sanksi pada RIPPP Tahun 2022-2041.

BAB VII PENUTUP

Bagian ini memuat uraian kesimpulan RIPPP Tahun 2022-2041.
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Bab Il

Isudan Tantangan Utama

Pembangunan

21 Lingkungan Strategis dan Tren Papua 2041

Percepatan pembangunan Papua tahun 2022-2041 perlu mempertimbangkan berbagai
dimensi, baik dimensi global, dimensi nasional, dan dimensi daerah, yang
mempengaruhi arah besar transformasi pembangunan Papua, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Dimensi yang beragam tersebut diletakkan sebagai
lingkungan strategis yang dinamis.

Pergeseran fokus geopolitik dan geoekonomi dunia akan menempatkan kawasan

Indo-Pacific, khususnya Asia Tenggara sebagai episentrum baru dinamika politik

3 3 global.

Dimensi Letak geografis Pulau Papua yang berada di Samudera Pasifik bernilai strategis,
Global baik dari perspektif geostrategis, geoekonomi, dan geopolitik.

Tren perubahan teknologi ke depan yang didominasi oleh teknologi informasi dan

komunikasi akan berpengaruh terhadap revolusi sektor keuangan dan transaksi

perdagangan secara global.

Perkembangan digitalisasi yang pesat di berbagai bidang akan meningkatkan

mobilitas, produktivitas, serta mempercepat layanan yang berkualitas.

Tantangan pemanasan global yang semakin besar mengakibatkan perubahan

berkepanjangan pada sistem iklim dunia.

Transformasi Ekonomi Indonesia yang berisi 6 agenda transformasi, mendorong

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan
. . wilayah.
Dimensi Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan mendekatkan rentang kendali
- pemerintahan dan pembangunan ke wilayah timur Indonesia.

NaSIOnal Bonus demografi Indonesia yang sedang terjadi dan akan berakhir pada tahun

2037 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan

mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal mendorong pengentasan
kabupaten tertinggal yang sebagian besar berada di Papua.

Dimensi Sumber daya alam (SDA) Papua yang bernilai ekonomis dan strategis berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Daerah o Kebijakan pembentukan daerah otonom baru bertujuan untuk memperpendek

span of control pelayanan publik.
. Kondisi sosial budaya di Papua yang beragam menjadi modal dasar
pembangunan Papua.
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2.2 Perkembangan Indikator Pembangunan

2.21 Indeks Pembangunan Manusia
Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pembangunan
manusia dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan
standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut direfleksikan pada indikator umur
harapan hidup (UHH), rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), dan
pengeluaran per kapita. Capaian IPM beserta komponen pembentuknya di Papua pada
tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru) dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua
Tahun 2021
KOTA JAYAPURA 80,11
KOTA SORONG 78,49
MIMIKA 74,48
BIAK NUMFOR 72,33
NASIONAL 72,29
JAYAPURA 72,03
MANOCKWARI 72,02
MERAUKE 70,49
NABIRE 69,15
FAKFAK 68,52
KEPULAUAN YAPEN 67,72
KEEROM 66,49
SORONG 65,77
KAIMANA 65,31
PAPUA BARAT -
WAROPEN 65,10 Sebelum pembentukan daerah
rerpRm ot otonom baru, pada tahun 2021, capaian
Ra AmPAT 52 IPM Provinsi Papua Barat adalah 65,26
SORONG SELATAN 62,46 dan Provinsi Papua adalah 60,62.
BOVEN DIGOEL 61,62 . .
PAPUA lso2] Namun, capaian IPM tersebut masih
TELUK WONDAMA 60,33 . . .
MANOKWARI SELATAN 59,85 berada di bawah nasional, yaitu 72,29.
MAYBRAT 59,70 .
VAP 5870 Capaian IPM yang rendah
JAYAWIJAYA 58,67 :
i sn0 menunjukkan bahwa upaya
PEGUNUNGAN ARFAK 56,13 membangun kua].ltas hldup
DOGIYAI 55,00
TAMBRAUW 53,71 masyarakat belum optimal sehingga
MAMBERAMO RAYA e—— ) ] 8 . .
ASMAT e 51,29 diperlukan  upaya  peningkatan,
DEIYA| e——— 9,96
TOLIKARA 49,60 terutama pada komponen
YAHUKIMO  e—— 0,48 .
YALIMO o 7 pembentuknya. Capaian komponen
PUNCAKJAYA m—— 8,99 :
g P pembentuk IPM di Papua pada tahun
INTAN JAVA e 45,34 2021 (sebelum pembentukan daerah
MAMBERAMO TEN GAH  e——— 3,32
PEGUNUNGAN BINTANG s 45,28 otonom baru) dijelaskan sebagai
PUN CAK  e—— 3,17 .
NDUGA 32,84 berikut.

Sumber: BPS, 2021
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Gambar 2.2
(a) Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun) dan (b) Pengeluaran per Kapita (Ribu

Tahun
72,36

MIMIKA
NASIONAL

7157
70,93

KOTA SORONG

70,52

KOTA JAYAPURA

69,17

KEPULAUAN YAPEN

68,82

MANOKWARI

68,50

FAKFAK

68,29

BIAK NUMFOR

68,15

NABIRE

67,60

MANOKWARI SELATAN

67,26

PEGUNUNGAN ARFAK

67,16

JAYAPURA

67,07

MERAUKE

66,78

KEEROM

66,62

PANIAI

66,46

SARMI

66,42

WAROPEN

66,39

SORONG SELATAN

66,22

SORONG

PAPUABARAT

66,11

LANNY JAYA

66,06

SUPIORI

66,05

YAHUKIMO

PAPUA

65,86

PUNCAK

65,85

DOGIYAI

65,83

TOLIKARA

INTAN JAYA

YALIMO

DEIYAI

PUNCAKJAYA

MAPPI

MAYBRAT

KAIMANA

RAJA AMPAT
PEGUNUNGANBINTANG
MAMBERAMO TENGAH
TELUK BINTUNI
BOVEN DIGOEL

TELUK WONDAMA
TAMBRAUW
JAYAWIIAYA

ASMAT

MAMBERAMO RAYA
NDUGA

Sumber: BPS, 2021

Sebelum pembentukan daerah otonom baru, capaian UHH Provinsi Papua Barat tahun
2021 adalah 66,14 tahun (laki-laki/lk: 64,33 tahun; Perempuan / pr: 68,05 tahun) dan
Provinsi Papua adalah 65,93 tahun (lk: 64,15 tahun; pr: 67,79 tahun). Capaian tersebut
masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 71,57 tahun (Ik: 69,67 tahun; pr: 73,55
tahun). Di sisi lain, pengeluaran per kapita tahun 2021 Provinsi Papua Barat adalah Rp.
7.929.000,00 dan Provinsi Papua adalah Rp. 6.955.000,00 yang masih berada di bawah
rata-rata nasional, yaitu Rp. 11.156.000,00. Dengan adanya pembentukan daerah otonom
baruy, diharapkan capaian UHH dan pengeluaran per kapita Papua dapat meningkat.

65,69

65,49

65,36

65,33

65,31

65,25

64,93

64,83

64,54

63,75

60,99

60,32

60,24

60,20

59,90

58,59

58,00

(@)

55,43

Rupiah) di Papua Tahun 2021

Ribu Rupiah
KOTA JAYAPURA 14.937
KOTA SORONG 13.744
MANOKWARI 11977
MIMIKA 11.400
NASIONAL 11,156

MERAUKE  se—— ] (201
JAYAPURA e 9939
TELUK BINTUN| s 9,708
BIAK NUMFOR s 9,607
KEEROM s 8,926
NABIRE s 5,856
KAIMANA 8151
TELUK WONDAMA e 8,034
PAPUABARAT —-
RAJA ANMPAT ee—— ] 880
BOVEN DI GOE | s 754
JAYAWIJAYA. e 7,545
KEPULAUAN YAPEN 7.491
FAKFAK 7.446
SORON G s 7350
e —— |
WAROPEN se—— 738
SARM | e 6,617
PANIA| se—— 377
MAPP| se——.3) ]
SORONG SELATAN e—— 6,153

ASMAT se—— 5,736
SUPIOR| se—— 5,708
MANOKWARI SELATAN se—— 5, 505
PEGUNUNGAN BINTANG se— 5,429
DOGIYA| we—— 5415
PUNCAK se— 5412
INTAN JAYA se—5 38
PUNCAKJAYA me— 5 )89
MAYBRAT se— 5045
PEGUNUNGAN ARFAK se— 5 (09
TAMBRAUW ee— { 903
YAHUKIMO e— 4 835
TOLIKARA se— 341
DEIVA| se— 4 673
YALIMOQ se—— {664
MAMBERAMO RAYA e— 4 603
MAMBERAMO TENGAH me—— 4487
LANNY JAYA se— 393
NDUGA s 3 976

(b)
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Gambar 2.3
(a) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan (b) Harapan Lama Sekolah (HLS) di Papua

Tahun 2021
Tahun Tahun
KOTA JAYAPURA 11,57 KOTA JAYAPURA 1502
KOTA SORONG 11,19 FAKFAK 1463
BIAK NUMFOR 1034 KOTA SORONG 14,39
MIMIKA 10418 JAYAPURA 1439
JAYAPURA 10,05 BIAK NUMFOR 1420
NABIRE 10,01 MERAUKE 1414
KEPULAUAN YAPEN e—— O }|] SORONG 13,72
WAROP EN e 9,21 MANOKWARI 13,66
U ————— MAYBRAT 1347
SUP|OR| s 5,57 SORONG SELATAN 1317
SARM | e .53 PAPUA BARAT 1313
BOVEN DI GOE | s 7 NASIONAL 13,08
MERAUKE s 3,73 SUPIORI 13,00
KAIMANA e 55 WAROPEN 12,80
NASIONAL 854 KEPULAUAN YAPEN 12,74
MANOKWAR| e 5,3 MIMIKA 12,69
T — JAYAWIIAYA 12,5
TELUK BINTUNI 822 KEEROM 12,43
RAJA AMPAT s 3,02 TELUK BINTUNI 12,0
KEEROM s 5,02 KAIMANA 12,01
PAPUA BARAT 769 MANOKWARI SELATAN 1235
SORONG SELATAN 7,49 SARMI 1229
TELUK WONDAMA s 7,08 TAMBRAUW 12,8
MAYBRAT e, 96 NABIRE 12,18
e — | RAJA AMPAT 12,06
MANOKWAR| SELATAN ee——,63 MAMBERAMO RAYA 11,80
MAPP| ee— G 5] PEGUNUNGAN ARFAK 11,72
MAMBERAMO RAY A s 5,87 TELUK WONDAMA 11,63
JAYAWIIAYA 560 I —— |
TAMBRAUW s 5,39 BOVEN DI GO | s 11,08
PEGUNUN GAN ARFAK e——— 5,12 MAPP| e—10,79
ASMAT e 5,08 DOGIVAI 10,59
PAN Al s 10,50

DOGIYA| m— 0,94
PANIA| e— 77

DEIVA| e— ) )
VYALIMO se— ) 3)

YAHUKIMO se— 4,77
ASMAT ee—) ()

PUNCAK JAYA e— 3 74
TOLIKARA s 3,65 MAMBERAMO TENGAH 9,22
LANNY JAYA se— 3,43 LANNY JAYA se—— 3,89
MAMBERAMO TENGAH e————3 33 TOLIKARA 8,61
DEIYA| w375 INTAN JAYA 7,66
INTAN JAYA se—3 (9 YAHUKIMO 7,62
PUNCAKJAYA 7,49

PEGUNUNGAN BINTANG e 3,04
YALIMO e 3,01

PUNCAK we— ) 16

PEGUNUNGAN BINTANG se— 6,47
PUNCAK e— 5 0
NDUGA e— 3,87

(@) (b)

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan data tahun 2021, sebelum pembentukan daerah otonom baru, RLS Provinsi
Papua Barat adalah 7,69 tahun dan Provinsi Papua adalah 6,76 tahun yang masih berada
di bawah angka nasional, yaitu 8,54 tahun. Pada tahun 2021, HLS Provinsi Papua Barat
adalah 13,13 tahun yang menunjukkan perbaikan dari angka nasional, yaitu 13,08 tahun.
Sementara HLS Provinsi Papua sebesar 11,11 tahun yang masih berada di bawah angka

HLS nasional.
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2.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) menggambarkan proses pertumbuhan ekonomi di
suatu wilayah dengan menggunakan persentase dalam periode waktu tertentu, serta
menunjukkan tingkat kesejahteraan yang diukur dengan indikator peningkatan
pendapatan daerah, pendapatan per kapita, dan jumlah tenaga kerja. LPE di Papua pada
tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru) dijelaskan sebagai berikut.

Pada tahun 2021 (sebelum
pembentukan daerah otonom baru),
LPE Provinsi Papua adalah 15,11 persen
yang berada di atas LPE nasional, yaitu
3,69 persen. Sedangkan LPE Provinsi
Papua Barat adalah -0,51 persen yang
dipengaruhi oleh kondisi pandemi
COVID-19 yang tengah melanda saat itu.

2.2.3 Tingkat Kemiskinan dan
Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat kemiskinan adalah persentase
penduduk yang berada di bawah garis
kemiskinan. Sementara itu, tingkat
pengangguran terbuka (TPT) adalah
persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angkatan Kkerja.
Kondisi tingkat kemiskinan pada
tahun 2021 dan TPT pada tahun 2021
(sebelum pembentukan daerah otonom
baru) dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Papua
Tahun 2021
Persen
MIMIKA 36,78
PAPUA —— s
RAJA AMPAT S— 13 54
JAYAPURA — 506
KEPULAUAN YAPEN — 4 84
NABIRE — 4 44
PEGUNUNGAN ARFAK — 4,17
INDONESIA 369
SORONG SELATAN — 351
KOTA JAYAPURA — 328
MANOKWARI — 32
KEEROM — 2383
NDUGA — 271
PEGUNUNGAN BINTANG — 258
YALIMO — 237
BIAK NUMFOR — 219
ASMAT — 21
MERAUKE — 202
YAHUKIMO - 19
LANNY JAYA - 182
PANIAI - 165
SORONG - 162
SUPIORI - 157
SARMI - 15
MAMBERAMO TENGAH - 148
MANOKWARISELATAN - 145
PUNCAK JAYA - 141
WAROPEN - 135
MAMBERAMO RAYA - 133
JAYAWUAYA - 129
DEIYAI - 127
DOGIYAI - 122
MAYBRAT - 116
MAPPI - 113
INTAN JAYA - 109
TELUK WONDAMA - 109
BOVEN DIGOEL - 103
FAKFAK - 097
TOLIKARA = 096

PUNCAK =072

TAMBRAUW * 052
parua BARAT [N~
KOTA SORONG -1,44 ==
KAIMANA-2,09 w=

TELUK BINTUNF2,29 wee

Sumber: BPS, 2021
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NASIONAL 101
MERAUKE s 10,16
KOTA JAYAPURA. e 11,39
JAYAP UR e 12,13
SARM | s 1384
MIMIKA. s 14,17
KOTA SORONG e 15,35
KEEROM s 16,00
KAIMANA. e 1,04
RAJAAMPAT se—— ] 50
SORONG SELATAN s 15,55
BOVEN DI GOE| s 19,90
MANOKWAR| s 20,56
PAPUA BARAT e [
FAKF AK. e 2,86
NABIRE
BIAK NUMFOR
ASMAT

238
2885

2483
MAPP| ee— 6,05
KEPULAUAN YAPEN e—— 0 09
PAPUA —-
SORONG 27,78
MAMBERAMO RAYA 28,78
DOGIYAI 2881
MANOKWARI SELATAN 2930
TELUK BINTUNI 2979
WAROPEN 2985

Persen

PEGUNUNGAN BINTANG 3046
MAYBRAT 3139

TELUK WONDAMA 31,

61

TOLIKARA 3260

YALIMO
TAMBRAUW
PEGUNUNGAN ARFAK

325
3386

PUNCAKJAYA

34,70

PUNCAK

36,00

PANIA

36,26

MAMBERAMO TENGAH

36,59

JAYAWIJAYA

36,76

NDUGA

37,09

YAHUKIMO

37,18

SUPIOR:

LANNY JAYA

DEIYA

INTAN JAYA

3764
37,91
3873

Gambar 2.5
(a) Tingkat Kemiskinan; dan (b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua
Tahun 2021

40,59

(@)

Sumber: BPS, 2021

41,66

Persen
NDUGA NA

LANNY JAYA NA
INTAN JAYA | NA
YALIMO = 041
ASMAT = 045
PEGUNUNGAN ARFAK == 0,70
DEIYA| wem 0,79
PANIAI e 083
MAMBERAMO TENGAH memm 0,90
PUNCAK memm 094
TOLIKARA e 112
KEEROM e 1,61
TAMBRAUW e 1,49
JAYAWIJAYA e 1,62
PUNCAK JAYA e |74
MAYBRAT e 189
MAMBERAMO RAYA s 191
MERAUKE e 2,19
YAHUKIMO e 2,25
KEPULAUAN YAPEN e ) 47
SUPIOR| e ) 66
MANOKWARI SELATAN e 2,90
TELUK WONDAMA e ) 99
NABIRE e 3,05
KAIMANA e 323
PAPUA e [
SORONG s 3,36
SARM | e 3,50
SORONG SELATAN e 355
RAJA AMPAT e 3,1
MAPP| ee—— 1]
PEGUNUNGAN BINTANG e 43
TELUK BINTUN| e 4,74
MIMIKA e—, 3]
DOGIVA| e 565
PAPUABARAT s [
NASIONAL 649
BOVEN DI GOEL e 73
MANOKWAR| e 7,04
JAYAPURA ee—— ] 8]
FAKFAK se—— ] 3
WAROPEN 856
BIAK NUMFOR 9,49
KOTA SORONG 995
KOTA JAYAPURA 1167

(b)

Keterangan. Data TPT Kab. Intan Jaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya tidak tersedia (N/A).

Berdasarkan data tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru), tingkat
kemiskinan di Provinsi Papua Barat adalah 21,84 persen dan Provinsi Papua adalah
26,86 persen yang masih jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional,
yaitu 10,14 persen. Selanjutnya, TPT Provinsi Papua Barat adalah 5,84 persen dan
Provinsi Papua adalah 3,33 persen yang lebih baik dari TPT nasional, yaitu 6,49 persen.
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2.2.4 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Khazanah kebudayaan di Papua belum secara optimal dilindungi, dikembangkan, dan
dimanfaatkan untuk memperkuat karakter dan jati diri serta meningkatkan
kesejahteraan rakyat Papua. Oleh karena itu, upaya pemajuan dan pelestarian
kebudayaan di Papua harus terus ditingkatkan. Capaian pembangunan kebudayaan di
tingkat nasional dan daerah sendiri diukur dengan instrumen indeks pembangunan
kebudayaan (IPK).

Gambar 2.6
Nilai Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Papua Tahun 2020

26,96
Pendidikan 52,78
71,26
74,01
Warisan Budaya 29,07
41,00
35,82
Budaya Literasi 36,03
61,63
58,01

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

Papua Barat M Papua M Nasional

Sumber: BPS-Kementerian PPN/Bappenas-Kemendikbudristek, 2021

Pada tahun 2020 (sebelum pembentukan daerah otonom baru), Provinsi Papua
memiliki nilai indeks pembangunan kebudayaan (IPK) sebesar 46,26 dan Provinsi
Papua Barat sebesar 48,07 yang masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 54,65.
Namun demikian, Provinsi Papua memiliki nilai dimensi ketahanan sosial budaya
sebesar 75,07 dan Provinsi Papua Barat sebesar 74,14 yang berada di atas rata-rata
nasional, yaitu 74,01. Selain itu, nilai dimensi ekspresi budaya Provinsi Papua sebesar
43,77 dan Provinsi Papua Barat sebesar 43,88 juga menunjukkan nilai di atas rata-rata
nasional, yaitu 35,82. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat di Papua
dalam mempertahankan (preservasi) dan mengembangkan identitas, pengetahuan,
dan praktik budaya dalam kehidupan sosial sudah relatif baik.
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(3) Indeks kerukunan umat beragama Provinsi Papua sebesar 82,1 dan Provinsi
Papua Barat sebesar 81,4 berada di atas angka nasional (72,39) yang perlu
diperkuat sebagai modal sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan
(Kementerian Agama, 2021).

2.4 Isudan Tantangan Tiap Wilayah Adat

Terdapat berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan
sumber daya manusia pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua.
Secara garis besar, kondisi IPM dan tingkat kemiskinan tiap wilayah adat di Papua
menunjukkan capaian yang masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa kualitas hidup masyarakat wilayah adat masih
tergolong rendah dan tertinggal dari daerah lainnya di Indonesia.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah
Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 62 daerah tertinggal di Indonesia pada RPJMN
Tahun 2020-2024, yang sebagian besar berada di Papua (30 kabupaten). Penyebab
ketertinggalan di Papua meliputi: (a) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;
(b) belum meratanya aksesibilitas menuju pelayanan dasar; (c) terbatasnya
ketersediaan sarana prasarana secara merata; (d) belum optimalnya pengembangan
perekonomian masyarakat; (€) masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah; serta
(f) tingginya risiko bencana dan potensi konflik sosial. Persentase kabupaten yang
termasuk daerah tertinggal pada setiap wilayah adat adalah sebagai berikut: Laa Pago
(100,00 persen), Mee Pago (83,33 persen), Saireri (50,00 persen), Tabi (40,00 persen), Anim
Ha (75,00 persen), Domberay (72,72 persen), dan Bomberay (0,00 persen). Dengan
demikian, diketahui bahwa Laa Pago merupakan wilayah adat yang seluruh kabupaten
di dalamnya masih tergolong sebagai daerah tertinggal, sementara Bomberay adalah
satu-satunya wilayah adat yang tidak memiliki kabupaten status daerah tertinggal.

Di samping itu, berdasarkan data indeks desa tahun 2021 oleh BPS (sebelum
pembentukan daerah otonom baru), masih terdapat 4.560 kampung tertinggal (63,40
persen) dan hanya terdapat 1915 kampung mandiri (26,63 persen) dari seluruh
kampung yang ada di Provinsi Papua (5.410 kampung) dan Provinsi Papua Barat (1.742
kampung). Jumlah kampung tertinggal dan sangat tertinggal paling banyak terdapat
di Kabupaten Tolikara. Berdasarkan data persentase penduduk miskin yang
dikeluarkan oleh BPS per September 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru),
tingkat kemiskinan di Provinsi Papua sebesar 27,38 persen dengan tingkat kemiskinan
perdesaan mencapai 36,50 persen, sementara tingkat kemiskinan di Provinsi Papua
Barat sebesar 21,82 persen dengan tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 33,50
persen. Dengan memperhatikan isu dan tantangan secara umum dan kondisi
karakteristik geografis, diperlukan penekanan yang berbeda pada tiap wilayah adat.
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241 Wilayah Adat Laa Pago

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif wilayah adat Laa Pago
termasuk ke dalam Provinsi Papua Pegunungan, kecuali Kabupaten Puncak dan
Kabupaten Puncak Jaya yang termasuk ke dalam Provinsi Papua Tengah. Sebagian
besar kabupaten di wilayah adat Laa Pago memiliki capaian indikator pembangunan
bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan
tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan
nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada
Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten
Pegunungan Bintang. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan
bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat
kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan
nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada
Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten
Pegunungan Bintang. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat
kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) menunjukkan hal serupa
atau lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya
percepatan pembangunan pada hampir seluruh kabupaten, kecuali Kabupaten
Jayawijaya.
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Gambar 2.7
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Laa Pago

Pembangunan Kesehatan
@ Tingkat Tingkat
UHH  kemudahan akses kemudahan akses
Kabupaten/kota  (tahun) ke rumah sakit ke puskesmas
(persen) (persen)
2021 2020 2020

Kab. Puncak Jaya Provinsi Papua Pegunungan
Kab. Tolikaray sy, pamberamo Tengan

PegununganBintang 64,54 5,80 14,23
Kab. Puncak Tolikara 65,83
Kab. Yalimo

BT . Lanny Jaya 66,11 27,04 17,42
Kab, Jayawijaya Nduga 55,43 7,69 25,67

Jayawijaya 59,90 34,14 47,
Yahukimo 66 0,77 7,30

Kab. Nduga Kab. Yahukimo ‘ d ’
Y v Yalimo 65,49 2,00 27,67

MamberamoTengah 63,75

Provinsi Papua Tengah

Puncak Jaya 65,33 6,98 21,91
Puncak 65,86 0,00

Pembangunan Pendidikan Pembangunan Ekonomi
g Tingkat kemudahan | ~ Tingkat PDRB Pengeluaran

HLS RLS 2 . . .
akses ke pendidikan Kemiskinan per kapita per kapita
Kabupaten/kota (tahun)  (tahun) = Kabupaten/kota ! iy 1 Sap

(persen) (persen) (riburupiah)  (Rp/Jiwa/th)
2021 2021 2020 2021 2021 2021

Provinsi Papua Pegunungan Provinsi Papua Pegunungan
Pegunungan Bintang 6,47 3,04 12,72 Pegunungan Bintang 30,46 26.600 5.429.000

Tolikara 32,60 7.161 4.841.000
Tolikara 8,61 3,65

Lanny Jaya 38,73 10.167 4.393.000
Lanny Jaya 8,89 3,43

Nduga 37,18 12.470 3.976.000
Nd 3,87 1,42 23,78

ea ! ol Jayawijaya 37,09 30.939

SIS 50 Yahukimo 37,64 7.382 4.895.000
Yahukimo 7,62 4,27 11,67 Yalimo 33,25 13.100 4.664.000
Yalimo 9,32 3,01 7 Mamberamo Tengah 36,76 24.662 4.487.000
Mamberamo Tengah 9,22 3,33 2 Provinsi Papua Tengah
Provinsi Papua Tengah Puncak Jaya 36,00 6.181 5.289.000
Puncak Jaya 7,49 13,56 Puncak 36,26 13.105 5.412.000
Puncak 5,40
Keterangan

I C:n:ian kab/kota lebih rendah dan capalan provinsi dan nasional
I c:paian iabfkota berada dantars capaian provins dannasonal

Capalan kab/kota leblh balk dan capalan provinsi dan nasional

Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru
Sumber: BPS, 2021

2.42 Wilayah Adat Mee Pago

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten
di wilayah adat Mee Pago termasuk ke dalam Provinsi Papua Tengah, ditambah dengan
Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya. Sebagian besar kabupaten di wilayah
adat Mee Pago memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur
harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan
akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga
diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Dogiyai dan
Kabupaten Intan Jaya. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan
bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat
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kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan
nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada
Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya. Untuk bidang
ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan
pengeluaran per kapita) menunjukkan hal serupa atau lebih rendah dari capaian
provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan pada
Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Intan Jaya.

Gambar 2.8
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Mee Pago

Pembangunan Kesehatan

Tingkat Tingkat
UHH  kemudahan akses kemudahan akses
Kabupaten/kota  (tahun) ke rumahsakit ke puskesmas

(persen) (persen)
2021 2020 2020
Kab. Nabire Kab. Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Nabire
Kab. Paniai Dogiyai 65,85 10,39 6,96
S Panial 66,62 17,67 20,57
Kab. Dogiyai Detyal 65.36
Kab. Delyai Intan Jaya 65,69 6,25 7,85
Mimika 6
Kab. Mimika
Pembangunan Ekonomi
Tingkat PDRB Pengeluaran
Kemiskinan per kapita per kapita
Kabupaten/kota (persen) (riburupiah)  (Rp/Jiwa/th)
2021 2021 2021
Provinsi Papua Tengah
Pembangunan Pendidikan Nabire
M RS e penddiian =
Kabupaten/kota (tahun)  (tahun) (persen) Paniai
201 201 2020 P

Intan Jaya 41,66

Provinsi Papua Tengah
Mimika
Nabire

Dogiyai 10,59
10.50 Keterangan

Paniai

I c:osian kab/kota lebih rendah dari capaan provinsi dan nasiona
B czpaian kab/kota berada diantara capaian provins &

Delyal

IntanJaya 7,66 3,09 13,07

Mimik 10.18 Capaian kab/kota lebih baik dari capaian provinsi dan nasional
imika 2 10,18

Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru
Sumber: BPS, 2021

2.4.3 Wilayah Adat Saireri

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten
di wilayah adat Saireri termasuk ke dalam Provinsi Papua. Sebagian besar kabupaten
di wilayah adat Saireri memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan
(umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat
kemudahan akses ke puskesmas) dan pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata
lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang sudah relatif
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baik, yaitu di antara capaian provinsi dan nasional. Namun, masih banyak capaian
indikator pembangunan bidang ekonomi (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan
pengeluaran per kapita) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga
diperlukan upaya percepatan pembangunan bidang ekonomi khususnya pada
Kabupaten Supiori.

Gambar 2.9
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Saireri

Kéb. Supiori Pembangunan Kesehatan
~ Tingkat Tingkat
UHH  kemudahan akses kemudahan akses
Kab. Biak Numfor Kabupaten/kota  (tahun) ke rumah sakit ke puskesmas
(persen) (persen)
2021 2020 2020
Provinsi Papua
Suplori 0,99
Biak Numfor
Kab. Kepulauan Yapen KepulauanYapen
- 2 Waropen 66,42 0,00
Pembangunan Ekonomi
Iingk]at PDRB Pengeluaran
e (T Kabupaten/kota K:p"::exn (::.',::::.) (::;1::'/:-)
2021 2021 2021
Provinsi Papua
Supiori 37,91 47.565 5.708.000
Biak Numfor
Kepulauan Yapen
Waropen 29,85
Pembangunan Pendidikan
Tingkat kemudahan
Kabupaten/kota (t:hL:n) (t:::n) "‘m:‘:e"::r“’)“’"““ Keterangan
2021 2021 2020 I c=c:ian keb/kota lebin rendah dari capaan provinsi dan nasiona
Provinsi Papua I cze=ian kab/kota berads diantara capaian provins dan nasiona
suplort Capaian kab/kota lebth batk dari capaian provinsi dan nasiona
Biak Numfor
KepulauanYapen
Waropen 12 9,21

Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru
Sumber: BPS, 2021

2.4.4 Wilayah Adat Tabi

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten
di wilayah adat Tabi termasuk ke dalam Provinsi Papua. Sebagian besar kabupaten di
wilayah adat Tabi memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur
harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan
akses ke puskesmas) dan pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah,
dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang sudah relatif baik, yaitu di
antara capaian provinsi dan nasional. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator
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pembangunan bidang ekonomi (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran
per kapita) yang sudah relatif baik. Namun, masih diperlukan upaya percepatan
pembangunan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi pada Kabupaten
Mamberamo Raya yang capaian sebagian besar indikator pembangunannya di bawah
capaian provinsi dan nasional.

Gambar 2.10
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Tabi

Pembangunan Kesehatan
Tingkat Tingkat
UHH  kemudahan akses kemudahan akses
Kabupaten/kota  (tahun) ke rumahsakit ke puskesmas
(persen) (persen)
2021 2020 2020
Kab. Sarmi Provinsi Papua
Kab. Mamberamo Raya Mamberamo Raya 58,00 12,07 13,76
Kota Jayapura sarmi A
Jayapura
Kab. Jayapura Keerom
Kota Jayapura
Kab. Keerom
Pembangunan Ekonomi
Tingkat PDRB Pengeluaran
Kemiskinan per kapita per kapita
Kabupaten/kota (persen) (riburupiah) (Rp/Jiwa/th)
2021 2021 201
Provinsi Papua
Pembangunan Pendidikan Mamberamo Raya 28,
Tingkat kemudahan Sarmi
HLS RLS
Kabupaten/kota (tahun)  (tahun) SEOLEEL L Jayapura
(persen)
Keerom
2021 2021 2020
Kota Jayapura
Provinsi Papua
MamberamoRaya 11 5,87
Sarmi 8,83 4 Keterangan
Jayapura e 00 : I c:e:izn kab/kota lebih rendah dari capaian provinsi dan nasiona!
keerom 22 : : I c:r:ian kab/kota berada diantara capaian provins dan nasion:

Kota Jayapura 15,02 11,57 1 Capaian kab/kota lebih baik dari capaian provinsi dan nasiona

Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru
Sumber: BPS, 2021

2.4.5 Wilayah Adat Anim Ha

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten
di wilayah adat Anim Ha termasuk ke dalam Provinsi Papua Selatan. Sebagian besar
kabupaten di wilayah adat Anim Ha memiliki capaian indikator pembangunan bidang
kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat
kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan
nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada
Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator
pembangunan bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan
tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian
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provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan
khususnya pada Kabupaten Asmat. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator
pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita)
relatif lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa capaian indikator yang lebih
rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan
pembangunan khususnya pada Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi.

Gambar 2.11
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Anim Ha

Pembangunan Kesehatan

Tingkat Tingkat
UHH kemudahan akses kemudahan akses
Kab. Asmat Kabupaten/kota (tahun) kerumahsakit ke puskesmas
(persen) (persen)
2021 2020 2020
e eren Doaet Provinsl Papua Selatan
asmat 5859 591 13,18
Bowven Digoel 6032 21,82 19,70
Kob. Mappl Mappl 531 245 801
Merauke 67.07 1891 3164
Pembangunan Ekonomi
Tingkat PRDB Pengeluran
Kemiskinan  per kapita per kapita
Kebupaten/kota (persen)  (riburupiah) (Rp/siwalth)
2021 2m@1 2020
Kab. Merauke Provinsi Papua Selatan
Asmat 2483
Boven Digoel
Mappi
Merauke 10,16
Pembangunan Pendidikan
HS RIS Tingkat kemut.la.han
Kabupaten/kota (tahun) (tahun) akseske pendidikan
(persen)
2021 2021 2020
Keterangan Provinsi Papua Selatan
I c:c:an kab/kotz lebih rendah dari capaian provinsi dan nasiona Asmat 9,30 5,08 1833
I capaian kab/kots berada diantara capaian proving dan nasiona Boven Digod 11,08 873 2438
Capaian kab/kota |ebih baik dari capaian provinsi dan nasiona Mappi 10,79 6,6: 19566
Merauke 14,14 8,78 27,18

Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru
Sumber: BPS, 2021
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2.4.6 Wilayah Adat Domberay

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten
di wilayah adat Domberay termasuk ke dalam Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua
Barat Daya. Sebagian kabupaten di wilayah adat Domberay memiliki capaian indikator
pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke
rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari
capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan
khususnya pada Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten
Pegunungan Arfak. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan
bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat
kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan
nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada
Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan,
dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator
pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita)
menunjukkan hal serupa atau lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional,
sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan pada Kabupaten Tambrauw,
Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan
Arfak.

Gambar 2.12
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Domberay

Pembangunan Kesehatan

Ko, Raje Ampot
. Tingkat Tingkat
UHH  kemudahan akses kemudahan akses
Kabupaten/Kota  (tahun) ke rumah sakit ke puskesmas
Ko Tambeauw (persen) (persen)
Kot Sorong
Kot Manckwrt
2021 2020 2020
Kab. Sorong
. Kab. Pegunengan Artak Provinsi Papua Barat
Mayorat
Manokwari
Kot Manokwari Seistan
xab Sorong Selatan Teluk Wondama
Kab. Totuk Bintunt
- Teluk Bintuni 60,99

Manokwari Selatan

Pegunungan Arfak 0,60 16,46

Provinsi Papua Barat Daya

Sorong 16,80 33,74

Sorong Selatan
Ko, Tobsk Wondams
Raja Ampat 64,83 7,50 28,77

Pembangunan Pendidikan Tombrotw 0,2 1,40 13,19

- - Tingkat kemudahan e
akses ke pendidikan
Kabupaten/Kota (tahun)  (tahun) () Kota Sorong
2ozl Z02E 2020 Pembangunan Ekonomi
Provinsi Papua Barat
Tingkat PDRBper  Pengeluaran
Manokweari Kemiskinan kapita per kapita
Teluk Wondama 32,44 Kabupaten/Kota (persen)  (ribu rupiah)  (Rp/jiwa/th)
Teluk Bintuni 2021 2021 2021

Manokwari Selatan

Provinsi Papua Barat

Pegunungan Arfak

Provinsi Papua Barat Daya

Sorong
Sorong Selatan 7,49

Raja Ampat

Tambrauw

Maybrat
Kota Sorong 1839 11,19

Keterangan

B :coisn kot kot ebin rendah dan capaian provinst dan nasians]

B csoosn kot kot berada diantars capaian g

Capaian kab/kota lebin batk dan capaian prowins:

Manokwari
Teluk Wondama 31,61
Teluk Bintuni 29,79

Manokwari Selatan

Pegunungan Arfak
Provinsi Papua Barat Daya
Sorong 27,78
Sorong Selatan

Raja Ampat

Tambrauw 33,86

Maybrat 31,39

Kota Sorong

Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru
Sumber: BPS, 2021

RIPPP | RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2022-2041



2.4.7 Wilayah Adat Bomberay

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten
di wilayah adat Bomberay termasuk ke dalam Provinsi Papua Barat. Kabupaten
Kaimana di wilayah adat Bomberay memiliki capaian indikator pembangunan bidang
kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat
kemudahan akses ke puskesmas) dan pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata
lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah
dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan
pembangunan. Untuk bidang ekonomi, masih terdapat beberapa capaian indikator
pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) pada
kedua kabupaten yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga
diperlukan upaya percepatan pembangunan.

Gambar 2.13
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Bomberay

Pembangunan Kesehatan
Tingkat Tingkat
UHH kemudahan akses kemudahan akses
Kabupaten/kota (tahun) ke rumah sakit ke puskesmas

(persen) (persen)
2021 2020 2020
Kab. Fakfak Provinsl Papua Selatan
Fakfak 68,50 38,51
Kaimana 64,93 13,12 2530
Kab. Kaimana
Pembangunan Ekonomi
Tingkat PRDB Pengeluran
Kemiskinan  per kapita per kapita
Kebupaten/keta (persen)  (riburuiah) (Rp/tiva/th)
2021 2021 2020

Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan
Fakfak 225

7.446.000

Tingkatkemudahan
akses ke pendidikan
(persen)

HLS RLS
Kabupaten/kota (tahun) (tahun)

Kaimana

Keterangan

201 2021 2020
Provinsl Papua Selatan I c:0:ian kabjkota lebih rendah dan capatan provinsi dan nasional
Fakfak 1463 B caczian kab/fxota berada dantara capaan prov

Kaimana 12/ Capalan kab/kota lebih balkdan capatan prowinsi dan nasional

dannasional

Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru
Sumber: BPS, 2021
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Bab Il

Visi, Misi, Sasaran, Arah Kebijakan, dan

31

Strategi Pembangunan

Visi dan Misi Percepatan Pembangunan Papua

Dewasa ini, perkembangan isu dan tantangan bersifat dinamis, maka pembangunan
Papua perlu dilandasi visi, misi, dan langkah-langkah yang bersifat percepatan ke
depan. Adapun alur pikir percepatan pembangunan Papua ke depan sebagai berikut.

311 Visi

Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera.

312 Misi

O

@)

©)

Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta
membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat.

Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi
unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua
Cerdas.

Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi
ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif.

3.1.3 Sasaran

O
@)

©)

Papua Sehat: tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk.

Papua Cerdas: tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi
seluruh penduduk.

Papua Produktif: tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta
mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.
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3.14 Dimensi Pembangunan
(1) Papua Sehat
(a) Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;

(b) Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar di seluruh
fasilitas kesehatan; dan

(¢) Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh.
(2) Papua Cerdas
(a) Fasilitas pendidikan yang berkualitas;
(b) Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif;
(c) Distribusi tenaga pendidik yang merata; dan

(d) Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan
keterampilan hidup.

(3) Papua Produktif
(a) Ekonomi masyarakat adat dan sumber-sumber daya lokal;

(b) Akses terhadap teknologi, perdagangan, dan pasar nasional, regional, dan
global;

(¢) Sumber daya alam yang berkelanjutan;
(d) Ekonomi lokal; dan

(e) Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.

315 Kondisi Perlu, Pengarusutamaan, Kaidah Pelaksanaan, dan Pentahapan
Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif,
dibutuhkan kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran
pembangunan dengan memperhatikan pengarusutamaan dan kaidah pelaksanaan,
serta diimplementasikan dalam tiap pentahapan pembangunan.
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Gambar 3.1
Kondisi Perlu, Pengarusutamaan, Kaidah Pelaksanaan, dan Pentahapan
Pembangunan

KONDISI PERLU

Tanah Adat/
Ulayat,
Kebudayaan, dan
Harmoni Sosial

Dasar dan REXinean Tata Kelola

Konektivitas Pembangunan

PENGARUSUTAMAAN KAIDAH PELAKSANAAN

GENDER ?

o KERANGKA
PEMANTAUAN,
EVALUASI, DAN

KERANGKA
pENDANAAN  PENGENDALIAN

KERANGKA
KELEMBAGAAN

KERANGKA
REGULASI

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN
Rencana Aksi Rencana Aksi Rencana Aksi Rencana Aksi Rencana Aksi
2022-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2041

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

3.2 Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua

Percepatan pembangunan Papua ke depan akan menitikberatkan pada upaya
peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, yang diukur melalui indeks
pembangunan manusia (IPM). Pada tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom
baru), capaian IPM di Papua sebesar 60,62—65,26 atau termasuk ke dalam kategori
sedang, sedangkan pada tahun 2041 ditargetkan mencapai 79,33—80,93 atau termasuk
ke dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar,
yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge),
dan standar hidup layak (decent standard of living). Ketiga dimensi ini masing-masing
diwakilkan oleh beberapa indikator yang dapat merepresentasikan tingkat
pembangunan pada masing-masing dimensi dan dapat diperbandingkan secara
nasional dan internasional.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat (a /Jong and healthy life) diwakilkan oleh
indikator umur harapan hidup (UHH) saat lahir. UHH dianggap dapat mencerminkan
derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana, prasarana, akses, hingga kualitas
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kesehatan. UHH saat lahir merupakan manifestasi dari indikator kesehatan penduduk
di suatu wilayah.

Dimensi pengetahuan (knowledge) diwakilkan oleh dua indikator, yaitu harapan lama
sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya
(tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun
di masa mendatang, dan HLS menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan
pendidikan pada jangka pendek karena merupakan cerminan dari partisipasi sekolah
di periode berjalan. Sedangkan RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25
tahun ke atas dalam menjalankan pendidikan formal, dan RLS menggambarkan output
jangka panjang atau investasi dari pembangunan pendidikan di masa lampau karena
dihitung dari capaian lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator
ini kemudian diagregasikan menjadi indeks pendidikan dalam penghitungan IPM.

Dimensi standar hidup layak (decent standard of living) digambarkan oleh indikator
pengeluaran per kapita yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas
daya beli. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat
kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya
ekonomi.

Selanjutnya dalam rangka terwujudnya visi Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera akan
dilakukan melalui misi dan sasaran serta indikator sebagai berikut:

(1) Misi-1, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta
membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat,
dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang
diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH), prevalensi stunting, dan
jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.

(2) Misi-2, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk
pribadi unggqul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju
Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan
cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama
sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

(3) Misi-3, meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan
potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan
sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu
mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang
diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan
realisasiinvestasi (penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri).

Adapun sasaran, indikator, dan target percepatan pembangunan Papua tahun 2041
disajikan sebagai berikut:
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Gambar 3.2

Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua

INDIKATOR

PAPUA
SEHAT
sasaran :
Tercapainya kehidupan yang
sehat bagi seluruh penduduk

1. Umur harapan hidup (UHH) (tahun)

2. Prevalensi stunting (%)*

3.Jumlah kabupaten/kota yang

29,50-26,20

mencapai eliminasi malaria (kab/kota)

BASELINE

2021

65,93-66,14

68,66-68,67

Seluruh kab/kota

TARGET

2041

<10,00

: 1. Harapan lama sekolah (HLS) (tahun) 11,11-13,13 14,59-16,61
sasaran :
Tercapainya kehidupan yang
AV EE I PERG S R 2. Rata-rata lama sekolah (RLS) (tahun) 6,76-7,69 9,36-10,37
bagi seluruh penduduk
1. Tingkat kemiskinan (%) 27,38-21,82 5,81-2,82
2.Tingkat pengangguran terbuka (%) 5,84-3,33 4,11-1,73
g an sul
daya untuk 3. Realisasi investasi (PMA — PMDN) 1,1-22,7 92,3-174,5
kesejahteraan penduduk (Rp triliun)
Keterangan:
* Sumber data baseline indikator prevalensi stunting. Studi Status Gizi Indonesia (2021)

ok Sumber data baseline indikator lainnya: BPS (2021)

***  Sumber data target 2041: hasil perhitungan Bappenas (2021)

Kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran percepatan
pembangunan Papua tahun 2022-2041, dilaksanakan dalam setiap tahapan
pembangunan. Pelaksanaan kondisi perlu, diukur melalui indikator sebagai berikut:

RIPPP | RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2022-2041

39






